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Presentase tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan pada tahun 2013 
diakibatkan tidak sesuainya kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Salah satu strategi Dinas 
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
dengan penerapan sistem 3 in 1 di setiap Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja. Sistem 3 in 1 merupakan 
kebijakan yang menggabungkan kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan menjadi suatu kegiatan terpadu. 
Guna mempermudah pelaksanaan kebijakan sistem 3 in 1 tersebut dibuatlah pusat pelayanan yang disebut Kios 
3 in 1 di setiap UPT Pelatihan Kerja, tidak terkecuali UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. Tujuan dalam penelitian 
ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan Kios 3 in 1 yang berada di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling, dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu fokus penelitian ini adalah 
pelayanan pada Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto yang dilihat dari 5 prinsip penyelenggaraan 
pelayanan publik, yaitu tangible (terjamah), reliable (handal), responsiveness (pertanggungjawaban), assurance 
(jaminan), empathy (empati). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pada Kios 3 in 1di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto dapat 
dikatakan sudah cukup baik jika dilihat dari prinsip tangible (terjamah) yang meliputi kemampuan fisik, 
peralatan, personil dan komunikasi material, reliable (handal) yang menyangkut kemampuan petugas pelayanan 
dalam memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan konsisten, responsiveness (pertanggungjawaban) 
menyangkut ketanggapan petugas pelayanan maupun stakeholder terkait dalam merespon keluhan pengguna 
layanan, assurance (jaminan) meliputi kompetensi dan sikap petugas pelayanan, empathy (empati) yang 
berkaitan dengan kemauan dan kesediaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sepenuh hati.  
Namun, masih terdapat sedikit kekurangan pada prinsip pelayanan responsiveness terkait tidak adana kotak 
saran dan website khusus untuk menampung keluhan dari pengguna layanan dan berkaitan dengan prinsip 
reliable yang terletak pada kurang sadarnya pengguna layanan terhadap pentingnya informasi yang didapatkan 
melalui SMS sehingga informasi yang hendak disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik. 
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Rate percentage of open unemployment East Java Province has increased in 2013 caused incompatibility 
of the competency of workers with labor market.One strategy of the Department of Manpower Transmigration 
and Residency East Java Province to solve the problem is with the implementation of the system 3 in 1 in every 
Technical Implementation Unit for Job Training. System 3 in 1 is a policy that combines training, certification, 
and placement into an integrated activity. In order to facilitate the implementation of the policy of the 3 in 1 
system made service center called Kios 3 in 1 in every Technical Implementation Unit for Job Training, is no 
exception Technichal Implementation Unit of Job Training Mojokerto. The objective in this study to determine 
and describe the service of  Kios 3 in 1which is inTechnichal Implementation Unit for Job Training Mojokerto. 
This research that used is a descriptive study with qualitative approach. The technique of data resource in 
this research is purposive sampling, the technique of collecting data through observation, interviews, and 
documentation. Meanwhile the focus of this research is a service of the Kios 3 in 1 in Technichal 
Implementation Unit for Job Training Mojokerto as seen from the 5 principles of public service, that is tangible, 
reliable, responsiveness, assurance, empathy. 
The results showed that the services at Kios 3 in 1 inTechnichal Implementation Unit for Job Training 
Mojokerto can be said to be reasonable when viewed from the principle of tangible which includes physical 
abilities, equipment, personnel and communication materials, reliable which involves the ability of the service 
personnel provide services quickly, accurately, and consistently, responsiveness regarding the responsiveness of 
service personnel as well as relevant stakeholders in responding to complaints of users, assurance covers the 
competence and attitude of service personnel, empathy that is associated with the willingness and the 
willingness of service personnel in providing services whole heartedly. However, there is still a bit of a shortage 
on the principles of service-related responsiveness there is no suggestion boxes and a special website for 
collecting complaint of users associated with the service and reliable principle that lies at less conscious of the 
importance of the service users information obtained through SMS so that the information to be submitted can 
not be delivered well.  
 





A. Latar Belakang 
Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi 
Jawa Timur mengalami kenaikan dari 4,12% 
pada tahun 2012 menjadi 4,33% pada tahun 
2013. Dalam rencana strategis Dinas Tenaga 
Kerja Transmigrasi dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Timur, penurunan tingkat 
pengangangguran terbuka menjadi salah satu 
indikator kinerja utama untuk urusan 
ketenagakerjaan (Renstra Disnakertransduk 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014). Hal 



















4,12 % 4,33 % 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 
69,62 % 69,92 % 
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Timur 
2012-2013 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 
presentase tingkat pengangguran terbuka 
mengalami kenaikan pada tahun 2013. Salah 
satu penyebab adanya pengangguran tersebut 
adalah tidak sesuainya kompetensi yang 
dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Hal 
  
ini seperti yang diungkap oleh Muhaimin 
Iskandar mantan menteri tenaga kerja 
menyatakan bahwa:  
“Lowongan kerja di berbagai bidang 
sebenarnya masih tersedia  dalam jumlah yang 
cukup banyak. Namun sayangnya tidak semua 
lowongan kerja itu dapat terisi oleh para 
pencari kerja. Salah satu alasannya adalah 
tidak sesuainya kompetensi dan keterampilan 
kerja yang dimilki oleh para pencari kerja dan 
pengangguran dengan yang dibutuhkan 
perusahaan-perusahaan industri”. 
(www.politik.jpnn.com, 1 April 2014). 
Permasalahan ini pada akhirnya menuntut 
pemerintah untuk melakukan pelatihan kerja 
yang diadakan oleh lembaga-lembaga latihan 
Kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pasar kerja.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional menjelaskan bahwa 
lembaga pelatihan kerja adalah instansi 
pemerintah badan hukum atau perorangan 
yang memenuhi persyaratan untuk 
menyelenggarakan pelatihan kerja. Kegiatan 
pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh 
Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, 
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, atau 
Perusahaan. Dari pelatihan-pelatihan kerja 
yang diberikan oleh lembaga pelatihan kerja, 
tenaga kerja yang dihasilkan diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang 
sesuai dengan kompetensinya dan 
mempersiapkan tenaga kerja bersamaan 
dengan digalakkannya AEC (ASEAN 
Economic Community) pada tahun 2015. 
Sejalan dengan hal tersebut Dirjen Pembinaan 
Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) 
Kemenakertrans, Khairul Anwar, menyatakan 
bahwa: “sistem pendidikan dan pelatihan kerja 
harus mampu mempersiapkan SDM yang 
mempunyai kualitas, keterampilan, 
profesionalisme, dan kompetensi kerja yang 
tinggi. Serta relevan dengan kondisi dan 
kebutuhan dunia kerja”. (HukumOnline.com, 2 
Juni 2014). 
Salah satu strategi Dinas Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi 
Jawa Timur dalam mengatasi pengangguran 
serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki 
kompetensi tingkat global adalah dengan 
menerapkan sistem3 in 1 (Pelatihan, 
Sertifikasi, Penempatan). Salah satu tujuan 
penerapan  sistem 3 in 1 adalah menjadi portal 
informasi, interaksi, dan transaksi antara 
produser (Balai Latihan kerja, Kursus Latihan 
Kerja, Balai Pengembangan Produktivitas 
Tenaga Kerja, Lembaga Latihan Kerja Swasta 
dan Stakeholder) dengan para user/pengguna 
yakni perusahaan dalam negeri/luar negeri, 
pemerintah dll. 
Sistem 3 in 1 merupakan kebijakan  yang 
menggabungkan kegiatan pelatihan, sertifikasi, 
dan penempatan menjadi suatu kegiatan terpadu. 
Kegiatan pelatihan yang ada pada setiap Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja maupun Balai 
Latihan Kerja disetiap kota berbeda-beda 
disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh 
setiap daerah masing-masing dan 
pelaksanaannya pun diserahkan sepenuhnya 
kepada pihak UPT Pelatihan Kerja. Kegiatan 
pelatihan kerja di setiap UPT Pelatihan Kerja 
menerapkan bobot materi latihan 20% teori dan 
80 % praktek. Yang menjadi target peserta 
pelatihan adalah usia angkatan kerja minimal 18 
tahun dan maksimal 35 tahun. 
Kegiatan sertifikasi pada sistem 3 in 1 
ketenagakerjaan dilakukan dengan melihat 
kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing 
peserta pelatihan. Sertifikasi dilakukan dengan 
mengevaluasi kegiatan pelatihan yang sudah 
dilakukan oleh peserta pelatihan selama kurun 
waktu yang telah ditentukan. Peserta pelatihan 
yang layak menerima sertifikasi akan 
mendapatkan sertifikasi pelatihan dengan 
persyaratan-persyaratan sertifikasi yang telah 
ditentukan. Dengan adanya sertifikasi yang 
diberikan UPT Pelatihan Kerja akan 
memudahkan peserta pelatihan untuk mencari 
pekerjaan. Lingkup kegiatan sistem 3 in 1 yang 
terakhir adalah kegiatan penempatan. 
Penempatan tenaga kerja melingkupi kegiatan 
penyaluran tenaga kerja kepada perusahaan-
perusahaan mitra kerjasama maupun penyediaan 
informasi lowongan-lowongan pekerjaan pada 
perusahaan mitra kerjasama UPT Pelatihan 
Kerja terkait. 
Kebijakan sistem 3 in 1 diimplementasikan 
dalam bentuk Program 3 in 1 yang dikemas dan 
dirancang dengan sangat baik oleh bantuan para 
ahli dari Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan 
dan Produktifitas (Ditjen Binalattas) 
Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan 
Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 
tanggal 20 Agustus 2008, Peraturan Gubernur 
Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tanggal 25 
Agustus 2008, dan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 122 Tahun 2008 tanggal 25 
Agustus 2008, tentang Organisasi 
Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas khususnya Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dalam hal ini 
sebagai lembaga yang ada di bawah Dinas 
Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk 
mengembangkan Program3 in 1 tidak terkecuali 
UPT Pelatihan Kerja Mojokertosebagai Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja 
  
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 
Timur juga mempunyai kewajiban yang sama 
untuk mengembangkan Program 3 in 1. 
Guna mempermudah pelaksanaan Program 
3 in 1 di setiap UPT-PK dibuatlah sebuah pusat 
pelayanan  yang disebut Kios 3 in 1. Pada 
tanggal 2 Desember 2011, Wakil Gubernur Jawa 
Timur Saifullah Yusufsecara resmi meluncurkan  
Kios 3 in 1 di 17 UPT-PK Dinas Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 
Timur, (Disnakertransduk.jatim.go.id). UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto sebagai salah satu 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenagakerja, 
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 
Timur juga mempunyai kewajiban memberikan 
pelayanan Program 3 in 1, dengan didirikannya 
Kios 3 in 1. Menurut Kepala Seksi 
Pengembangan dan Pemasaran UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto, UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto merupakan salah satu unit pelaksana 
teknis Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 
Kependudukan Provinsi Jawa Timur khususnya 
Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja di 
wilayah Mojokerto yang dapat mencapai bahkan 
melebihi target untuk penerimaan alumni peserta 
pelatihan tahun 2014 yang diterima bekerja pada 
perusahaan mitra kerjasamanya. Target yang 
ditentukan sebanyak 170 orang, dengan hasil 
pencapaian sebanyak 209 orang yang diterima 
bekerja di perusahaan setelah mengikuti 
pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. 
Kios 3 in 1 UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
sebagai wadah untuk menghimpun, mengelola 
dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan 
pelatihan, sertifikasi/uji kompetensi dan 
kesempatan kerja di wilayah Mojokerto dan 
sekitarnya  dituntut untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada seluruh 
pelanggan dalam hal ini seluruh masyarakat 
yang membutuhkan informasi tentang ketiga 
kegiatan tersebut agar dapat menekan bahkan 
mengurangi angka pengangguran yang ada di 
wilayah Mojokerto. 
Sebagai pusat pelayanan informasi 
kegiatan pelatihan, sertifikasi dan penempatan, 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
bertujuan untuk memberikan pelayanan yang 
sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna 
layanan Kios 3 in 1 di sekitar wilayah Mojokerto 
sehingga mendatangkan kepuasan bagi pengguna 
layanan tersebut. Seperti menurut pendapat Atep 
Adya Barata (dalam Muwafik, 2010) yang 
menjelaskan pelayanan adalah suatu kegiatan 
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 
langsung antara seseorang dengan orang lain 
atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pelanggan.Pelayanan yang baik adalah 
pelayanan yang mampu memberikan kepuasan 
bagi pelanggan. Muwafik (2010), mengatakan 
bahwa pelayanan terbaik/prima berorientasi pada 
kepentingan dan kebutuhan para pelanggan, 
sehingga memungkinkan memberikan kepuasan 
yang optimal. Untuk mengetahui sejauh mana 
kepuasan yang diperoleh pelanggan, dapat 
dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. 
Kualitas pelayanan telah hampir menjadi faktor 
yang menentukan dalam menjaga 
keberlangsungan suatu organisasi birokrasi 
pemerintahan maupun organisasi perusahaan, 
pelayanan yang baik dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna jasa publik sangat penting 
dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna 
jasa publik (Waluyo, 2007:129).  
Berdasarkan observasi awal peneliti di 
lapangan, banyak masyarakat yang belum 
memanfaatkan layanan ini secara maksimal. 
Masyarakat secara umum masih belum banyak 
yang mengetahui tentang fungsi dan manfaat 
dari Kios 3 in 1 itu sendiri. Seperti yang 
dikatakan seorang pencari kerja bernama Puput 
(21th) yang bertempat tinggal di daerah Ngoro 
yang mengatakan: 
“saya disini cuma lihat-lihat lowongan 
pekerjaan yang ditempel dipapan pengumuman 
itu aja mbak, saya belum pernah masuk ke Kios 
3 in 1, saya sebenernya juga pengen ikut 
pelatihan kalaupun ada, tapi saya tidak tahu 
gimana caranya” (27 Januari 2015) 
Selain itu berdasarkan observasi awal 
peneliti, alumni peserta pelatihan bernama 
Mohammad Sholeh menyampaikan keluhan 
terkait pelayanan yang diberikan oleh Kios 3 in 1 
yang menyatakan bahwa pernah mengalami 
kesalahpahaman informasi mengenai lowongan 
pekerjaan yang diinformasikan, berikut petikan 
wawancaranya: 
“waktu itu saya pernah mengalami 
kesalahpahaman informasi. Waktu saya 
mendatangi tempat yang menurut informasi dari 
Kios 3 in 1 ini ada lowongan pekerjaan ternyata 
sampai sananya, lowongan itu tidak ada” (29 
Januari 2015) 
Paparan diatas membuat peneliti tertarik 
untuk mengetahui secara lebih jauh dan 
mendalam tentang pelayanan yang diberikan 
Kios 3 in 1 kepada alumni peserta latih dan 
masyarakat umum yang membutuhkan informasi 
seputar kegiatan pelatihan, sertifikasi dan 
penempatan di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pelayanan Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, maka dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan masalah berupa “Bagaimana 
pelayanan Kios 3 in 1 yang berada di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto? “ 
  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, 
maka dapat diketahui tujuan penelitian, yaitu 
untuk mendeskripsikan pelayanan Kios 3 in 1 
di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan, baik teoritis maupun 
praktis terhadap permasalahan yang bekaitan 
dengan penelitian. Adapun manfaat yang ingin 
dicapai antara lain: 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat 
mengembangkan ilmu administrasi 
negara khususnya tentang teori pelayanan 
dan kepuasan pengguna layanan publik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Instansi  
Diharapkan penelitian ini akan 
memberikan manfaat berupa 
masukan-masukan bagi pihak UPT-
PK khususnya yang berkaitan dengan 
upaya meningkatkan kualitas 
pelayanan Kios 3 in 1 
b. Bagi Universitas 
Hasil penelitian akan dapat 
menambahkan perbendaharaan 
kepustakaan dan juga sebagai bahan 
kajian dan perbandingan bagi 
mahasiswa yang akan menyusun 
karya tulis ilmiah dengan topik yang 
sama 
c. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan bagi peneliti 
sendiri dan juga dapat mengetahui 
perbedaan teori-teori yang di dapat 
selama pembelajaran di kelas dengan 
keadaan yang sesungguhnya dalam 
prakteknya. 
 
II. KAJIAN PUSTAKA 
A. Pelayanan Publik 
1. Definisi Pelayanan Publik 
Normann dalam (Waluyo, 2007:131) 
menyebutkan bahwa pelayanan adalah 
proses sosial, dan manajemen yang 
merupakan kemampuan untuk 
mengarahkan proses-proses sosial. 
Sedangkan menurut Sampara dalam 
Sinambela (2008:5) berpendapat bahwa 
pelayanan adalah suatu kegiatan atau 
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 
langsung antarseseorang dengan orang lain 
atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pelanggan.   
Secara lebih rinci Muwafik (2010:23) 
menjelaskan bahwa pelayanan publik 
adalah suatu tindakan pemberian barang 
dan jasa kepada masyarakat oleh 
pemerintah dalam rangka tanggung 
jawabnya kepada publik, baik diberikan 
secara langsung maupun melalui kemitraan 
dengan swasta dan masyarakat berdasarkan 
jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, 
kemampuan masyarakat dan pasar. 
Sedangkan istilah pelayanan publik, 
menurut Kepmenpan No. 
63/KEP/M.Pan/7/2003, adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan beberapa pendapat dari para 
ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan publik adalah pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau 
masyarakat yang dilakukan oleh 
penyelenggara negara sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
 
2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 
Timbulnya pelayanan umum atau 
publik dikarenakan adanya kepentingan, 
dan kepentingan tersebut bermacam-
macam bentuknya sehingga pelayanan 
publik yang dilakukan juga ada beberapa 
macam. Berdasarkan Keputusan Menpan 
No. 63/KEP/M.Pan/7/2003, kegiatan 
pelayanan umum atau publik antara lain: 
a. Pelayanan Administratif, yaitu 
pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan, sertfikat kompetensi, 
kepemilikan atau penguasaan terhadap 
suatu barang dan sebagainya. 
Dokumen-dokumen ini antara lain 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte 
Kelahiran, Akte Kematian, Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat 
Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), 
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 
Paspor, Sertifikat Kepemilikan atau 
Penguasaan Tanah dan sebagainya 
b. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan 
yang menghasilkan berbagai bentuk 
atau jenis barang yang digunakan oleh 
publik, misalnya jaringan telepon, 
penyediaan tenaga listrik, air bersih dan 
sebagainya 
c. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang 
menghasilkan berbagai bentuk jasa 
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 
penyelenggaraan transportasi, pos, dan 
sebagainya. 
  
Berdasarkan penjelasan diatas 
pelayanan yang diberikan oleh Kios 3 in 1 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto termasuk 
jenis pelayanan administratif karena 
pelayanan yang diberikan menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen. Pada progam 
pelatihan misalnya dokumen yang 
dihasilkan berupa dokumen-dokumen 
pendaftaran para peserta pelatihan kerja. 
Pada program sertifikasi dokumen resmi 
yang dihasilkan adalah sertifikat peserta 
pelatihan.  
 
3. Pola Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 
Instansi yang melakukan pelayanan 
publik dapat mengembangkan pola 
penyelenggaraan pelayanan dalam rangka 
mempermudah proses peningkatan 
pelayanan. Pola pelayanan publik dalam 
prakteknya ada beberapa macam 
pola.Menurut Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003 ada 4 macam pola 
penyelenggaraan pelayanan publik, antara 
lain: 
a. Pola Fungsional 
Pola pelayanan publik diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan, sesuai 
dengan tugas, fungsi dan 
kewenangannya. 
b. Pola Terpusat 
Pola pelayanan publik diberikan secara 
tunggal oleh penyelenggara pelayanan 
berdasarkan pelimpahan wewenang dari 
penyelenggaraa pelayanan terkait 
lainnya yang bersangkutan. 
c. Pola Terpadu 
1) Terpadu Satu Atap 
Pola pelayanan terpadu satu atap 
diselenggarakan dalam satu tempat 
yang meliputi berbagai jenis pelayanan 
yang tidak mempunyai keterkaitan 
proses dan dilayanai melalui beberapa 
pintu. Terhadap jenis pelayanan yang 
sudah dekat dengan masyarakat tidak 
perlu disatuatapkan 
2) Terpadu Satu Pintu 
Pola pelayanan terpadu ssatu pintu 
diselenggarakan pada satu tempat yang 
meliputi berbagai jenis pelayanan yang 
memiliki keterkaitan proses dan 
dilayani melalui satu pintu 
d. Pola Gugus Tugas 
Petugas pelayanan publik secara 
perorangan atau dalam bentuk gugus 
tugas ditempatkan pada instansi 
pemberi pelayanan dan lokasi 
pemberian pelayanan tertentu. 
Berdasarkan penjelasan pola 
penyelenggaraan pelayanan menurut 
Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 
diatas, pola penyelenggaraan pelayanan 
Kios 3 in 1 termasuk dalam pola terpadu 
satu pintu karena Kios 3 in 1 memberikan 
pelayanan pada satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yakni pelatihan, 
sertifikasi dan penempatan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu 
pintu. 
 
4. Prinsip Pelayanan Publik 
Secara teoritis tujuan pelayanan publik 
adalah memuaskan masyarakat. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, pemerintah 
dituntut untuk meningkatkan kualitas 
layanan. Pelayanan publik yang prima 
merupakan tanda dari kesadaran baru dari 
pemerintah atas tanggung jawab utama 
dalam mengelola pemerintahan atas 
tanggung jawab utama dalam mengelola 
pemerintahan dan memenuhi segala 
kebutuhan masyarakat (Muwafik, 2010). 
Dalam memberikan pelayanan secara prima 
dibutuhkan perubahan mindset dari 
aparatur pemberi layanan, seperti masih 
kuatnya budaya dilayani daripada 
melayani. Sejalan dengan hal tersebut, 
Waluyo (2007:128) menyatakan bahwa : 
“Pada tingkat kompetisi yang akan 
semakin terbuka di era globalisasi, maka 
dorongan untuk membangun pemerintahan 
yang digerakkan oleh pelanggan  dengan 
semakin memperbaiki manajemen 
pelayanan, semakin strategis dan menjadi 
variabel penentu dalam memenagkan 
kompetisi ini. Oleh karena itu, perlu 
adanya perubahan perspektif manajemen 
pelayanan yang mengubah fokus 
manajemen baik dalam perusahaan jasa 
maupun perusahaan manufaktur”. 
 
Pemberian pelayanan publik oleh 
aparatur pemerintah kepada rakyat 
merupakan implikasi dari fungsi aparat 
negara sebagai pelayan rakyat. Karena itu 
kedudukan aparatur pemerintah dalam 
pelayanan umum sangat strategis karena 
akan sangat menentukan sejauh mana 
pemerintah mampu memberikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. 
Perubahan mindset dan perspektif 
pelayanan yang diberikan oleh organisasi 
publik akan mendorong setiap petugas 
pelayanan memahami dengan benar  dan 
memiliki motivasi yang tulus dalam 
memberikan pelayanan. Organisasi publik 
dalam memberikan layanan sekurang-
kurangnya harus memperhatikan prinsip-
  
prinsip dalam memberikan layanan menurut 
Kepmenpan No. 63 Tahun 2003. Secara 
jelas Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
ada 10 prinsip pelayanan publik yaitu: 
a. Kesederhanaan, yaitu prosedur 
pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan 
b. Kejelasan, meliputi : 
1) Persyaratan teknis dan administratif 
pelayanan publik 
2) Unit kerja/pejabat yang berwenang 
dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/ persoalan 
/sengketa dalam pelaksanaan 
pelayanan publik 
3) Rincian biaya pelayanan publik dan 
tata cara pembayaran 
c. Kepastian Waktu, pelaksanaan 
pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan 
d. Akurasi, produk pelayanan publik 
diterima dengan benar, tepat, dan sah  
e. Keamanan, proses dan produk 
pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum 
f. Tanggung jawab, pimpinan 
penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggung 
jawab atas penyelenggaraan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan/persoalan 
dalam oelaksanaan pelayanan publik 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana, 
tersedianya sarana dan prasarana kerja, 
peralatan kerja dan pendukung lainnya 
yang menandai termasuk penyediaan 
sarana teknologi telekomunikas dan 
informatika (telematika) 
h. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi 
serta sarana pelayanan yang memadai, 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan 
dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika 
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan 
Keramahan, pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, 
ramah, serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas 
j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan 
harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 
lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain 
Sedangkan Lovelock (1992) (dalam 
Daryanto & Setyabudi, 2014:143) 
mengemukakan lima prinsip yang harus 
diperhatikan bagi pelayanan publik, yaitu 
meliputi: 
a. Tangible (terjamah), seperti 
kemampuan fisik, peralatan, personil 
dan komunikasi material 
b. Reliable (handal), kemampuan 
membentuk pelayanan yang dijanjikan 
dengan tepat dan memiliki keajegan 
c. Responsiveness (pertanggungjawaban), 
yakni rasa tanggung jawab terhadap 
mutu pelayanan 
d. Assurance (jaminan), pengetahuan, 
perilaku dan kemampuan pegawai 
e. Empathy (empati), perhatian 
perorangan pada pelanggan. 
Prinsip-prinsip pelayanan publik 
digunakan sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh 
instansi pemerintah. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan prinsip-prinsip 
pelayanan publik menurut Lovelock (1992) 
(dalam Daryanto & Setyabudi, 2014:143) 
dalam sebagai pedoman untuk 
menganalisis pelayanan yang diberikan 
Kios 3 in 1 kepada peserta pelatihan kerja 
di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. 
Prinsip-prinsip tersebut cocok digunakan 
untuk menganalisis pelayanan yang 
diberikan Kios 3 in 1 karena setiap faktor 
dalam prinsip tersebut mencakup beberapa 
indikator sehingga hasil analisis yang 
diperoleh nantinya akan lebih rinci dan 
mendalam. 
 
B. Konsep Kios 3 in 1 
Salah satu kebijakan Dinas Tenaga 
kerja, Transmigrasi dan Kependudukan 
Provinsi Jawa Timur dalam rangka 
mengatasi pengangguran dan menciptakan 
serta menyiapkan tenaga kerja yang 
memiliki kompetensi tingkat global, yang 
mampu bersaing di antaranya melalui 
model Penerapan Sistem 3 in 1 (Pelatihan, 
Sertifikasi, Penempatan). Sistem 3 in 
1diharapkan secara signifikan akan mampu 
menaikkan taraf perekonomian masyarakat 
lewat berkurangnya angka pengangguran 
dan meningkatnya produktivitas tenaga 
kerja, perusahaan dan pemerintah 
(Disnakertransduk.jatimprov.go.id) 
Penerapan Sistem 3 in 1 untuk 
mendukung Gerakan Nasional 
Penanggulangan Pengangguran. Kebijakan 
3 in 1 secara konsepsional bertujuan untuk 
menggandeng dan mengawinkan secara 
sinergi kegiatan pelatihan, sertifikasi dan 
  
penempatan, menjadi suatu kegiatan yang 
terpadu sehingga peserta yang setelah 
memiliki kompetensi, mendapat sertifikat 
dan langsung mendapat pekerjaan atau 
berusaha sendiri. Guna memperlancar 
implementasi dari sistem ini dibentuklah 
Kios 3 in 1 pada setiap UPT Pelatihan 
Kerja sebagai sarana pelayanan informasi 
kepada para peserta pelatihan maupun 
masyarakat umum yang memerlukan 
informasi mengenai program pelatihan, 
sertifikasi, dan penempatan. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi 
yang menjadi tempat penelitian yaitu Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Mojokerto. 
Adapun teknik pengambilan sumber data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu 
fokus penelitian ini adalah pelayanan pada 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
yang dilihat dari 5 prinsip penyelenggaraan 
pelayanan publik, yaitu tangible (terjamah), 
reliable (handal), responsiveness 
(pertanggungjawaban), assurance (jaminan), 
empathy (empati). Untuk teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
model interaktif dari Miles dan Hubberman. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
Gambaran Umum Unit Pelaksana 
Teknis Pelatihan Kerja Mojokerto 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto awalnya 
dibangun pada tahun 1983 diatas lahan seluas 
20.030 m
2
 oleh Departemen Tenaga Kerja RI 
dengan nama Kursus Latihan Kerja (KLK) 
Mojokerto beralamat di Desa Jabon 
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. 
Secara organisasi Kursus Latihan Kerja 
Mojokerto ini dibawah naungan Departemen 
Tenaga Kerja RI berdasarkan SK Menteri 
Tenaga Kerja RI Nomor 181/MEN/1984. 
Dalam perjalanannya terjadi perubahan 
nama lembaga ini yaitu pada tahun 1997 
berubah nama menjadi Loka Latihan Kerja 
Industri (LLKI) Mojokerto. Seiring 
perkembangan demokratisasi pada lembaga-
lembaga pemerintahan terjadi adanya 
perubahan struktur organisasi pada era 
otonomi daerah yaitu berdasarkan Peraturan 
Daerah Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2000 
lembaga ini dibawah naungan Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai Unit 
Pelaksana Teknis dengan nama Balai Latihan 
Kerja Industri (BLKI) Mojokerto. Dengan 
berlakunya  Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2008, pada tahun 2009 terjadi 
perubahan nama dan struktur organisasi 
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 122 Tahun 2008 berubah nama 
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pelatihan Kerja Mojokerto dengan komposisi 
struktur Kepala UPT, 1 Kasubag, dan 2 Seksi 
hingga saat ini. UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto mempunyai fungsi antara lain: 
a) Menyusun rencana dan pelaksanaan 
kegiatan pelatihan serta kerjasama 
pelatihan 
b) Pelayanan  dan penyebarluasan informasi 
bidang pelatihan 
c) Penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan 
alat peraga pelatihan 
d) Pelaksanaan pemasaran program 
pelatihan hasil produksi dan jasa 
e) Pelaksanaan pelatihan dan uji ketrampilan 
atau kompetensi dan sertifikasi tenaga 
kerja  
f) Pendayagunaan fasilitas pelatihan 
g) Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan 
masyarakat 
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang 
diberikan kepala dinas.  
Sumber daya manusia di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto terdiri dari pejabat 
struktural sebanyak 4 orang dan staf 
sebanyak 15 orang tenaga fungsional/ 
instruktur pelatihan kerja madya yang telah 
berpengalaman sebanyak 29 orang yang 
mampu untuk melatih dan berpengalaman 
dibidang kejuruan masing-masing. 
 
B. PEMBAHASAN 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Mojokerto 
merupakan salah satu upaya dari UPT 
Pelatihan Mojokerto dalam memberikan 
pelayanan informasi kegiatan pelatihan, 
sertifikasi dan penempatan atas instruksi dari 
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 
Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Dengan 
adanya Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Mojokerto diharapkan mampu mengurangi 
angka pengangguran dengan menciptakan 
tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja karena 
masyarakat secara umum dan peserta 
pelatihan secara khusus memperoleh 
kemudahan informasi dari ketiga kegiatan 
pelatihan, sertifikasi dan penempatan 
tersebut. Namun dalam kenyataannya 
keberadaan Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto masih belum secara luas 
diketahui fungsinya oleh masyarakat sesuai 
dengan yang peneliti paparkan pada bab 1 
sebelumnya, yaitu terkait penjelasan 
  
masyarakat yang datang ke UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto untuk melihat informasi 
lowongan pekerjaan tetapi belum pernah 
masuk ke dalam Gedung Kios 3 in 1 dan 
belum mengetahui secara pasti fungsi dari 
Kios 3 in 1 itu sendiri.  
Untuk melihat pelayanan yang diberikan 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto, peneliti menggunakan teori 
prinsip-prinsip pelayanan yang harus 
diperhatikan bagi pelayanan publik menurut 
Lovelock (1992) (dalam Daryanto & 
Setyabudi, 2014:143) untuk mengetahui 
seperti apa pelayanan yang diberikan oleh 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto. Menurut Lovelock (1992) (dalam 
Daryanto & Setyabudi, 2014:143) ada lima 
prinsip pelayanan yang harus diperhatikan 
bagi pelayanan publik, yaitu: 
 
a. Tangible (terjamah) 
Tangible dapat diartikan sebagai 
kemampuan fisik, peralatan, personil dan 
komunikasi material. Pada pelayanan Kios 3 
in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
terkait tangible ini meliputi ketersediaan 
sarana dan prasarana fisik, peralatan dan 
petugas pelayanan yang ada pada Kios 3 in 1 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. 
Ketersediaan sarana dan prasarana fisik di 
Kios 3 in 1 UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
dapat dilihat dari adanya berbagai macam 
fasilitas sarana dan prasarana, diantaranya: 
gedung pelayanan, ruang tunggu pelayanan 
yang luas dengan tempat duduk yang banyak 
dan dilengkapi dengan televisi dan AC, 
tempat akses internet yang bisa digunakan 
pengguna layanan  mengakses informasi 
seputar ketiga kegiatan 3 in 1 yakni 
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan serta 
ruang pelayanan yang dilengkapi dengan 
penyediaan galon air minum untuk pengguna 
pelayanan. 
Secara umum fasilitas, sarana dan 
prasarana yang tersedia pada Kios 3 in 1 di 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto guna 
menunjang kegiatan penerimaan layanan 
oleh pengguna layanan sudah baik karena 
pelayanan Kios 3 in 1 telah mempunyai 
gedung pelayanan tersendiri untuk pemberian 
pelayanan informasi kegiatan pelatihan, 
sertifikasi, dan penempatan. Ruangan yang 
disediakan untuk pemberian layanan juga 
cukup memadai, nyaman, dan bersih 
ditunjang dengan adanya fasilitas-fasilitas 
yang membuat penerima layanan menjadi 
lebih merasa puas dengan pelayanan yang 
diterima di Kios 3 in 1 . Namun untuk 
fasilitas akses internet pengguna layanan 
Kios kurang begitu memanfaatkan 
keberadaannya.   
Selain sarana dan prasarana pendukung 
untuk pengguna layanan, fasilitas pendukung 
bagi petugas pelayanan Kios 3 in 1di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto juga perlu guna 
memperlancar kegiatan pelayanan. Dengan 
terpenuhinya kebutuhan petugas pelayanan 
maka pelayanan yang diberikan juga akan 
memuaskan dan maksimal bagi pengguna 
layanan. Berdasarkan hasil wawancara 
peneliti terkait fasilitas yang diterima oleh 
petugas layanan Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto sudah cukup memadai. Hal 
ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
kedua petugas pelayanan Kios 3 in 1 bahwa 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto memberikan 
fasilitas dan memenuhi kebutuhan petugas 
Kios 3 in 1dalam memperlancar kegiatan 
pelayanan Kios 3 in 1 sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan petugas Kios 3 in 1 guna 
memperlancar kegiatan pelayanan sehari-
hari. 
Selain tersedianya sarana dan prasarana 
fisik juga peralatan pada Kios 3 in 1 UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto, terkait dengan 
keberadaan personil yang memadai juga 
termasuk dalam faktor yang mempengaruhi 
jalannya pelayanan Kios 3 in 1. Jumlah 
personil atau petugas pelayanan  yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan kegiatan pelayanan, 
akan menghambat jalannya kegiatan 
pelayanan yang pada akhirnya tidak akan 
memberikan kepuasan yang maksimal 
kepada pengguna layanan. Masalah jumlah 
personil petugas pelayanan akan menjadi 
masalah serius ketika pengguna layanan yang 
dilayani tidak memiliki kesadaran dan 
kesabaran untuk bergantian mendapatkan 
pelayanan Kios 3 in 1. Jumlah petugas 
pelayanan yang menurut salah satu pengguna 
layanan kurang memadai harus didukung 
dengan kesadaran dari tiap-tiap pengguna 
atas keterbatasan jumlah petugas pelayanan 
yang ada, karena petugas pelayanan juga 
merasa mampu untuk melayani pengguna 
layanan dengan baik. Dengan kesadaran dari 
pengguna layanan kegiatan pelayanan dapat 
berjalan dengan baik dan pengguna 
pelayanan tidak merasa dirugikan. 
Indikator yang tidak kalah penting dalam 
hal tangible ini adalah komunikasi material. 
Komunikasi material dalam pelaksanaan 
pelayanan Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto berhubungan dengan cara 
berkomunikasi petugas pelayanan dengan 
pengguna layanan Kios 3 in 1. Komunikasi 
dalam proses pelayanan tidak hanya 
dilakukan secara tatap muka langsung antara 
petugas pelayanan dengan pengguna layanan, 
  
tetapi juga dapat dilakukan melalui pesan 
selular (SMS) yang disampaikan kepada 
pengguna layanan dan juga melalui papan 
pengumuman yang terdapat di luar gedung 
pelayanan Kios 3 in 1, ketika ada informasi 
lowongan pekerjaan untuk alumni peserta 
pelatihan. 
Dari hasil wawancara dan pemaparan 
tersebut telah membuktikan bahwa terkait  
prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan 
dalam hal tangible pada Kios 3 in 1 UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto sudah cukup baik. 
Fasilitas yang diberikan UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto guna memperlancar kegiatan 
pelayanan Kios 3 in 1 sudah cukup baik. 
Jumlah personil petugas pelayanan walaupun 
menurut salah satu pengguna layanan 
jumlahnya kurang memadai namun petugas 
pelayanan yang ada sudah cukup yakin, 
mampu untuk memberikan pelayanan dengan 
baik. 
 
b. Reliable (handal)  
Reliable adalah kemampuan membentuk 
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan 
memiliki keajegan. Dapat dikatakan bahwa 
prinsip pelayanan  ini menuntut pemberi 
pelayanan untuk dapat dengan cepat,tepat, 
dan konsisten dalam memberikan pelayanan 
yang dibutuhkan oleh pengguna pelayanan. 
Dalam pelayanan di Kios 3 in 1 UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto, reliable 
berhubungan dengan kemampuan petugas 
Kios 3 in 1 dalam memberikan pelayanan 
dengan cepat,tepat dan konsisten. Pelayanan 
yang cepat dan tepat di sini dimaksudkan 
agar pelayanan yang diberikan oleh petugas 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto sesuai dengan kebutuhan 
pengguna layanan Kios 3 in 1. Kesesuaian 
dan ketepatan penerimaan layanan yang 
didapatkan oleh pengguna pelayanan Kios 3 
in 1 akan memberikan kepuasan kepada 
pengguna pelayanan sehingga mereka 
sebagai pengguna merasa diuntungkan atas 
pelayanan yang diberikan oleh Kios 3 in 1 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. Untuk 
kecepatan pelayanan yang diberikan oleh 
para petugas pelayanan Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto bagi pengguna 
Kios 3 in 1 dapat dikatakan cukup baik. Hal 
ini dibuktikan oleh pernyataan salah satu 
pengguna layanan Kios 3 in 1 bernama 
Mohammad Sholeh yang menyatakan bahwa 
terkait kecepatan dan ketepatan pelayanan 
yang diberikan oleh petugas pelayanan Kios 
3 in 1 cukup baik. 
Terkait dengan kecepatan dan ketepatan 
pelayanan yang diberikan oleh petugas 
pelayanan Kios 3 in 1 UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto juga ditunjukkan melalui 
penyampaian informasi lowongan pekerjaan 
melalui pesan selular pribadi (SMS)  kepada 
seluruh alumni peserta pelatihan yang 
membutuhkan informasi lowongan 
pekerjaan. Penyampaian informasi lowongan 
pekerjaan merupakan salah satu pelayanan 
Kios 3 in 1 dalam kegiatan penempatan. 
Kecepatan  dan ketepatan informasi 
diberikan oleh petugas Kios 3 in 1 UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto dengan cara 
mengirimkan SMS kepada setiap alumni 
peserta pelatihan yang membutuhkan 
informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan 
kompetensi yang mereka miliki, mereka 
tidak perlu datang ke Kios 3 in 1 untuk 
mencari lowongan pekerjaan yang tersedia. 
Hanya saja jika mereka memang 
membutuhkan informasi lebih lanjut dan 
lebih jelas mengenai lowongan pekerjaan 
yang tersedia mereka perlu untuk datang 
langsung dan bertanya langsung dengan 
petugas pelayanan Kios 3 in 1 dan mereka 
secara rinci akan menjelaskan mengenai 
semua hal yang berhubungan dengan 
lowongan pekerjaan tersebut. Namun dalam 
penyampaian informasi via SMS ini sering 
terjadi kendala yang dihadapi oleh para 
petugas pelayanan Kios 3 in 1, kendala yang 
dihadapi terkadang informasi yang diberikan 
melalui SMS tidak dapat tersampaikan 
kepada para pengguna khususnya alumni 
peserta pelatihan. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Pengembangan dan Pemasaran UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto yang menyatakan 
bahwa alumni peserta pelatihan sering 
berganti nomor telepon sehingga petugas 
Kios 3 in 1 sulit untuk menghubungi jika ada 
informasi dari Kios 3 in 1.Ketepatan 
pelayanan yang diberikan petugas pelayanan 
tidak hanya diberikan kepada alumni peserta 
pelatihan, perusahaan selaku pengguna 
layanan Kios 3 in 1 juga memperoleh 
ketepatan pelayanan ditunjukkan dengan 
adanya keterlibatan user/perusahaan dalam 
proses kegiatan awal pelatihan sehingga 
pelayanan Kios 3 in 1 dalam penyediaan dan 
penyaluran tenaga kerja sesuai dengan 
kebutuhan user/perusahaan terkait. 
Selain kecepatan dan ketepaan pelayanan, 
terkait reliable juga berhubungan dengan 
konsistensi pelayanan yang diberikan oleh 
petugas pelayanan Kios 3 in 1 UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto. Konsistensi pelayanan 
yang diberikan tidak terlepas dari komitmen 
petugas pelayanan itu sendiri dengan 
melaksanakan tugas keseharian pelayanan 
Kios 3 in 1yang sesuai dengan standar dan 
pedoman yang telah ditentukan. Pelaksanaan 
  
kegiatan pelayanan Kios 3 in 1 berdasarkan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
pengelolaan Kios 3 in 1 seperti yang 
diungkapkan oleh salah satu petugas 
pelayanan Kios 3 in 1 bernama Bunga 
Paramitha. Standar Operasional Prosedur 
Kios 3 in 1 juga memudahkan petugas 
pelayanan Kios 3 in 1 dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna pelayanan. 
Hasil wawancara dan pemaparan terkait 
prinsip-prinsip pelayanan dalam hal reliable 
telah membuktikan bahwa kecepatan, 
ketepatan dan konsistensi pelayanan yang 
diberikan oleh Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto sudah cukup baik, hanya 
saja yang menjadi penghambat kecepatan dan 
ketepatan pelayanan adalah pengguna 
layanan itu sendiri yang kurang sadar akan 
pentingnya informasi yang disampaikan oleh 
petugas Kios 3 in 1.  
 
c. Responsiveness (pertanggungjawaban) 
Responsiveness mempunyai arti rasa 
tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. 
Pertanggung jawaban dalam penelitian ini 
berhubungan dengan tanggung jawab semua 
stakeholder yang berhubungan dengan 
pelayanan. Pertanggungjawaban terhadap 
mutu pelayanan yang dimaksud adalah 
ketanggapan dan kesigapan stakeholder 
terkait kegiatan pelayanan terhadap segala 
keluhan dan keinginan pengguna layanan 
sehingga mutu pelayanan dapat terus 
dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam 
pelayanan Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto, responsiveness 
menyangkut tentang upaya yang dilakukan 
oleh para stakeholder terkait pelayanan Kios 
3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
dalam  menanggapi keluhan dan kritikan para 
pengguna pelayanan Kios 3 in 1. 
Ketanggapan dan kesigapan stakeholder 
terkait pelayanan Kios 3 in 1 UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto dalam menampung setiap 
keluhan dan keinginan pengguna pelayanan 
agar dapat menjaga dan meningkatkan mutu 
pelayanan Kios 3 in 1UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto sudah cukup baik. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan salah satu petugas 
Kios 3 in 1 bernama Bunga Paramitha, 
bahwa pentingnya menampung keluhan dan 
aspirasi dari pengguna layanan Kios 3 in 1 di 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto disadari 
betul oleh petugas pelayanan Kios 3 in 1 ini 
guna peningkatan mutu pelayanan yang 
diberikan oleh Kios 3 in 1 UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto. 
Pertanggungjawaban stakeholder terkait 
pelayanan dapat ditunjukkan pula dengan 
adanya wadah khusus untuk menampung 
aspirasi maupun keluhan para pengguna 
pelayanan, baik itu dalam bentuk website 
aduan maupun kotak saran di tempat 
pemberian pelayanan. Keberadaan wadah 
khusus untuk menampung aspirasi maupun 
keluhan pengguna layanan Kios 3 in 1 
sangatlah penting guna membantu 
stakeholder terkait pelayanan dalam 
merespon dengan cepat apa yang dikeluhkan 
oleh pengguna layanan. Namun sayangnya 
keberadaan kotan saran maupun website 
pengaduan keluhan pengguna layanan Kios 3 
in 1 ini belum tersedia. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Pengembangan dan Pemasaran UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto dan juga diamini 
oleh salah satu pengguna layanan Kios 3 in 1 
yang bernama Mohammad Sholeh bahwa 
kotak saran maupun website pengaduan 
untuk Kios 3 in 1 belum tersedia. 
Walaupun secara fisik keberadaan wadah 
khusus untuk keluhan pengguna Kios 3 in 1 
belum tersedia namun stakeholder terkait 
kegiatan pelayanan Kios 3 in 1 tetap dengan 
sigap dan tanggap menanggapi dan merespon 
keluhan yang disampaikan oleh pengguna 
layanan yang salah satunya adalah alumni 
peserta latih. Hal ini ditunjukkan dengan 
pernyataan Kepala Seksi Pengembangan dan 
Pemasaran yang menyatakan bahwa alumni 
bisa menyampaikan keluhan secara langsung 
kepada petugas pelayanan ataupun pegawai 
terkait pelayanan kegiatan Kios 3 in 1 di 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. Selain 
menampung keluhan dari alumni peserta 
pelatihan, stakeholder terkait kegiatan 
pelayanan Kios 3 in 1 juga menampung 
keluhan dari perusahaan yang juga 
merupakan pengguna layanan Kios 3 in 1. 
Dengan adanyanya masukan berupa keluhan 
dari pengguna, kegiatan pelayanan Kios 3 in 
1 dalam kegiatan pelatihan dan penempatan 
dapat terus memberikan kepuasan bagi 
pengguna layanan Kiops 3 in 1 itu sendiri. 
 
d. Assurance (jaminan) 
Assurance diartikan sebagai pengetahuan, 
perilaku dan kemampuan pegawai. 
Pengetahuan, perilaku dan kemampuan 
pegawai dalam hal ini petugas pelayanan 
adalah dalam memberikan jaminan rasa aman 
dari bahaya atau resiko atas pelayanan yang 
diberikan kepada pengguna layanan. 
Pengetahuan dan kemampuan pegawai 
meliputi kompetensi yang dimiliki petugas 
pelayanan dalam memberikan pelayanan, 
sedangkan perilaku berhubungan dengan 
sikap petugas pelayanan dalam melayani 
pengguna layanan agar pengguna layanan 
merasa aman dan percaya atas pelayanan 
  
yang diterima. Dalam pelayanan di Kios 3 in 
1 UPT Pelatihan Kerja Mojokerto, assurance 
meliputi kompetensi yang dimiliki oleh 
petugas pelayanan Kios 3 in 1 UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto dalam melayani pengguna 
layanan dan sikap petugas pelayanan Kios 3 
in 1 UPT Pelatihan Kerja Mojokerto. Terkait 
kompetensi petugas pelayanan Kios 3 in 1 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto sudah cukup 
baik. Hal ini ditunjukkan dengan kompetensi 
awal yang harus dimiliki oleh petugas Kios 3 
in 1 pada saat pertama kali mendaftar sebagai 
petugas pelayanan Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto dengan 
pendidikan minimal lulusan SMA dan 
memiliki sertifikat dibidang IT.   
Kompetensi yang tidak kalah penting 
harus dimiliki adalah handal dibidang 
pelayanan seperti yang diungkapkan oleh 
Bunga Paramitha selaku petugas Kios 3 in 
1,selain itu UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
juga tetap berusaha meningkatkan 
kompetensi para petugas pelayanan dengan 
cara tetap melakukan BIMTEK-BIMTEK 
dan workshop untuk meningkatkan 
pelayanan Kios 3 in 1 menjadi lebih 
baik.Dengan kompetensi yang dimiliki oleh 
petugas pelayanan Kios 3 in 1 UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto maka pelayanan yang 
diberikan kepada pengguna akan sesuai 
dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. 
Hal ini diperkuat dengan salah satu pendapat 
pengguna layanan Kios 3 in 1bernama 
Mohammad Sholeh yang menyatakan bahwa 
kompetensi yang dimiliki oleh petugas 
pelayanan sudah sesuai dengan apa yang 
seharusnya dimiliki oleh petugas pelayanan. 
Pelayanan yang diberikan juga sudah sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhan pengguna 
layanan. 
Selain dalam hal kompetensi petugas 
pelayanan, prinsip pelayanan terkait 
assurancejuga menyangkut tentang sikap 
petugas pelayanan dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna. Sikap petugas 
pelayanan menentukan kepuasan pengguna 
layanan terhadap layanan yang mereka 
terima. Terkait sikap dari petugas pelayanan 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto sudah baik. Hal ini dapat dilihat 
dari pendapat beberapa pengguna layanan 
yang menyatakan bahwa sikap petugas 
pelayanan dalam memberikan pelayanan 
sudah baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dapat 
diketahui bahwa indikator terkait assurance 
dapat dikatakan sudah baik.Yakni 
menyangkut kompetensi awal yang dimiliki 
oleh petugas pelayanan yang sudah cukup 
baik didukung dengan adanya kesadaran 
pihak UPT Pelatihan Kerja Mojokerto yang 
juga tetap menjaga dan meningkatkan 
kompetensi yang dimiliki oleh petugas 
pelayanan Kios 3 in 1 melalui workshop dan 
bimtek-bimtek tentang pelayanan publik. 
Selain itu sikap petugas pelayanan Kios 3 in 
1 juga sudah baik dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna layanan. 
 
e. Empathy (empati) 
Empathy adalah perhatian perorangan 
pada pelanggan atau pengguna layanan. 
Dalam hal ini menyangkut kemampuan 
penyedia layanan dalam memberikan 
perhatian kepada pengguna layanan yang 
meliputi bentuk perhatian dan kepedulian 
petugas pelayanan dalam membantu dengan 
sepenuh hati apa yang dibutuhkan oleh 
pengguna layanan dan bentuk sosialisasi 
yang dilakukan petugas pelayanan untuk 
lebih memperkenalkan bentuk pelayanan 
yang diberikan. Empathy dalam pelayanan 
Kios 3 in 1 UPT Pelatihan Kerja Mojokerto 
meliputi kemampuan petugas Kios 3 in 1 
dalam memberikan perhatian kepada 
pengguna layanan Kios 3 in 1,ditunjukkan 
dengan bentuk perhatian dan kepedulian 
petugas pelayanan dalam membantu 
pengguna layanan Kios 3 in 1 untuk 
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki dan juga berupa 
bentuk sosialisasi yang dilakukan stakeholder 
terkait pelayanan Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto untuk 
memperkenalkan program yang ada 
disamping juga untuk memahami kebutuhan 
pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat 
daerah Mojokerto. 
Terkait dengan kemampuan petugas Kios 
3 in 1 dalam memberikan perhatian secara 
pribadi kepada pengguna layanan Kios 3 in 1 
dapat dilihat dari kemauan petugas pelayanan 
untuk memberikan informasi tentang 
lowongan pekerjaan yang tersedia di 
perusahaan-perusahaan mitra kerjasama Kios 
3 in 1 UPT Pelatihan Kerja dan membantu 
para alumni peserta pelatihan untuk 
mendapatkan pekerjaan dengan sepenuh hati. 
Petugas Kios 3 in 1 selalu mengusahakan 
agar alumni-alumni peserta pelatihan di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto untuk 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 
keinginan para alumni. Seperti yang 
diungkapkan oleh salah satu alumni peserta 
pelatihan bernama Fajar. S yang menyatakan 
bahwa petugas Kios 3 in 1 akan selalu 
mengusahakan agar para alumni peserta 
pelatihan mendapat pekerjaan yang 
diinginkan, walaupun berulang kali ditolak di 
berbagai perusahaan. Hal ini menunjukkan 
  
bahwa kemauan petugas pelayanan Kios 3 in 
1 dalam membantu alumni peserta pelatihan 
dalam mendapatkan pekerjaan sangatlah 
tinggi walaupun sebenarnya fungsi Kios 3 in 
1 sendiri hanya sebatas memberikan 
informasi lowongan pekerjaan yang tersedia 
pada perusahaan mitra kerjasama Kios 3 in 1 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto.  
Kemauan petugas pelayanan untuk 
membantu pengguna Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto juga ditunjukkan 
dengan kemauan untuk memberikan 
informasi tentang lowongan pekerjaan 
kepada masyarakat umum yang datang ke 
tempat pelayanan Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto. Walaupun yang 
diutamakan memperoleh informasi dan 
mendapatkan kesempatan mengisi lowongan 
pekerjaan adalah alumni peserta pelatihan di 
UPT Pelatihan Mojokerto. Namun dengan 
segala kesediaan dan kemauan petugas 
pelayanan Kios 3 in 1 mau membantu dan 
memberikan infomasi tentang lowongan 
pekerjaan kepada semua masyarakat umum 
yang membutuhkan tanpa pamrih.  
Kemauan untuk memahami kebutuhan 
pengguna layanan juga ditunjukkan dengan 
sosialisasi yang dilakukan oleh stakeholder 
terkait kegiatan pelayanan Kios 3 in 1. 
Dengan adanya sosialisasi tersebut program-
program yang ada di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto dan Kios 3 in 1 dapat diketahui 
secara luas oleh masyarakat dan sekaligus 
mencari tau kebutuhan akan pelatihan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat Mojokerto.  
Berdasarkan hasil wawancara dan 
pemaparan yang ada terkait prinsip 
pelayanan yang berhubungan dengan 
empathy petugas pelayanan di Kios 3 in 1 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto ini sudah 
baik. Hal tersebut dibuktikan dengan 
kemauan dan kesediaan petugas pelayanan 
dalam memberikan pelayanan melebihi tugas 
dan fungsi yang seharusnya demi membantu 
para pencari kerja dalam hal ini pengguna 





Berdasarkan uraian hasil analisis 
mengenai pelayanan pada Kios 3 in 1 di UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto yang sudah 
penulis paparkan sebelumya, maka dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan yang 
diberikan oleh Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto dapat dikatakan sudah baik 
dilihat dari lima prinsip-prinsip yang harus 
diperhatikan bagi pelayanan publik, yaitu: 
tangible (terjamah) menyangkut kemampuan 
fisik, peralatan, personil dan komunikasi 
material sudah cukup baik, karena sarana dan 
prasarana yang tersedia cukup memadai, 
ketersediaan petugas pelayanan yang 
sanggup untuk memberikan pelayanan 
dengan maksimal dan saluran komunikasi 
antar pengguna dan pemberi layanan 
dilakukan melalui berbagai cara. 
Reliable (handal) menyangkut 
kemampuan para petugas pelayanan Kios 3 
in 1 UPT Pelatihan Kerja Mojokerto dalam 
memberikan pelayanan dengan cepat, tepat 
dan konsisten sudah cukup baik, karena 
kegiatan pelayanan dilakukan berdasarkan 
standar operasional prosedur yang ada, 
sedangkan untuk kecepatan pelayanan 
informasi juga dilakukan melalui 
penyampaian informasi melalui pesan selular 
(SMS). 
Responsiveness (pertanggungjawaban) 
para petugas terkait pelayanan Kios 3 in 1 di 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto dalam 
merespon keluhan pengguna layanan sudah 
cukup baik ditunjukkan dengan ketanggapan 
petugas pelayanan maupun pegawai yang 
berhubungan dengan pelayanan kios yang 
mau menampung keluhan pengguna layanan, 
khususnya alumni peserta pelatihan. 
Assurance (jaminan) yang merupakan 
kompetensi dan sikap petugas pelayanan 
Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Kerja 
Mojokerto sudah baik, karena untuk menjadi 
petugas pelayanan Kios 3 in 1 harus memiliki 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan 
kegiatan pelayanan, selain itu UPT Pelatihan 
Kerja Mojokerto juga mengadakan bimtek 
dan workshop untuk peningkatan kompetensi 
petugas pelayanan Kios 3 in 1. Sedangkan 
untuk sikap petugas pelayanan juga sudah 
sesuai dengan harapan pengguna layanan 
Kios 3 in 1. 
Empathy (empati) pada pelayanan Kios 3 
in 1 di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto sudah 
baik, dapat dilihat dari kemauan dan 
kesediaan petugas pelayanan dalam 
memberikan pelayanan melebihi tugas dan 
fungsi yang seharusnya demi membantu para 
pencari kerja dalam hal ini pengguna layanan 
Kios 3 in 1 untuk lebih mudah mendapatkan 
pekerjaan yang diinginkan. 
Secara umum pelayanan yang diberikan 
oleh Kios 3 in 1 di UPT Pelatihan Mojokerto 
dapat dikatakan sudah baik, namun masih 
terdapat sedikit kekurangan pada prinsip 
pelayanan dalam hal responsiveness dan 
reliable. Pada prinsip pelayanan dalam hal 
responsiveness terkait tidak adanya kotak 
saran dan website khusus untuk menampung 
keluhan dari pengguna layanan. Kekurangan 
dalam hal reliable terletak pada kurang 
  
sadarnya pengguna layanan terhadap 
pentingnya informasi yang didapatkan 
melalui SMS sehingga bisa saja informasi 
yang hendak disampaikan oleh petugas 
pelayanan tidak dapat terseampaikan dengan 
baik.  
 
B. Saran  
Berdasarkan uraian hasil penelitian, 
peneliti memiliki beberapa saran yang dapat 
berguna agar dalam pelayanan Kios 3 in 1 di 
UPT Pelatihan Kerja Mojokerto bisa menjadi 
lebih baik lagi untuk kedepannya. Saran 
tersebut antara lain: 
1. Terkait belum tersedianya wadah khusus 
yang dapat digunakan para pengguna 
layanan untuk menyampaikan keluhan 
atas pelayanan yang diberikan oleh Kios 
3 in 1, maka kedepannya sebaiknya Kios 
3 in 1 perlu membuat kotak saran dan 
juga website khusus yang dapat 
digunakan untuk menampung keluhan 
pengguna layanan Kios 3 in 1, karena 
dengan adanya kotak saran dan website 
khusus untuk keluhan pengguna atas 
layanan, maka akan lebih cepat merespon 
dan memperbaiki kesalahan pada saat 
kegiatan pelayanan sehingga pelayanan 
yang diberikan menjadi lebih baik dan 
memuaskan pengguna dimasa yang akan 
datang. 
2. Terkait masalah yang terkadang timbul 
pada saat penyampaian informasi melalui 
pesan SMS dikarenakan kurang sadarnya 
pengguna layanan akan pentingnya 
informasi yang disampaikan oleh petugas 
pelayanan Kios 3 in 1, diharapkan untuk 
lebih meningkatkan keasadaran pengguna 
layanan dengan cara selalu memantau dan 
mengingatkan pengguna layanan untuk 
tetap mempertahankan nomer telepon 
yang bisa dihubungi guna penyampaian 
informasi seputar lowongan pekerjaan 
yang ada. 
3. Berdasarkan atas keluhan yang 
disampaikan oleh salah satu pengguna 
layanan yang menyatakan bahwa jumlah 
petugas pelayanan yang tersedia pada saat 
pendaftaran pelatihan dirasa kurang 
memadai. Sebaiknya  pada saat 
pendaftaran pelatihan pihak UPT 
Pelatihan Kerja Mojokerto menyediakan 
petugas tambahan sementara untuk 
membantu pelayanan pada saat 
pendaftaran pelatihan agar pengguna 
layanan Kios 3 in 1 tetap mendapatkan 
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